Menimbang

Mengingat

k";; ‘"
WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

bah.wa _dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penggunaan alokasi anggaran pendapatan dan
belanja daerah perlu mengalihkan alokasi anggaran
pengadaan dan pemeliharaan atas penggunaan
kendaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

menjadi sewa kendaraan,

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
bagi pejabat dan aparatur sipil negara dalam
meningka kinerja, perlu didukung dengan
ketersediaan sarana prasarana berupa kendaraan dinas

operasional;

bahwa perdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kota

Palu yang termuat dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemerintah

bangkan sistem manajemen pengelolaan
dan rasional serta

daerah yang efektif, efisien
alam rangka meningkatkan pengelolaan aset

daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf & huruf b, dan huruf ¢, pe_rlu
menetapkan Peraturan ali Kota tentang Petunjuk
Pelaksanaarl gewa Kendaraan Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah;
Undang Dasar Negara Republik

keuangan
akuntabel d

pasal 18 ayat (6) Undang-
Indonesia Tahun 1945;

Undang—Undang Nomor 4 _1994 tentang
pembentukan Kotamadya Daerah qngkat 1l Pa;:l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199
ambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 38,
lndoncsia Nomor 3555);

3. Undang-Undang -



Menetapkan

PERATURAN  WALI KOTA  TENTANG

-9,

23 Tahun 2014
(Lembaran Ne tentang

Undang-Undan

tentang Penetq Sl

o _ pan Peraturan Pe i
gganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022m teerrllntat?l];

Cipta Kerja menjadi
. Jadi Undang-Undan
lfzplgbhk Indonesia Tahun 2023 Nogm((])f rzl;ar{l‘:ml‘;ea%lara

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor,6856)' 2

MEMUTUSKAN:
PETUNJUK

PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN
D
PEMERINTAH DAERAH. INAS DI LINGKUNGAN

Pasal 1

Ii)alam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan sewa yang
dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang
disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan
operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional adalah
sewa kendaraan yang dipergunakan untuk menunjang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di
singkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memugt
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya di singkat RKA Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang bzﬂSI
rencana pendapatan, rencana belanja progra;!} an
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APAiD'aran Sabuan - Ked
Dolaunen Pelaksanaan 78K disebut DPA-
Perangkat Daerah yang selanjutnya

dokumen yang memuat
Perangkat Daerah adalah S kat Dacrah atau

atan dan belanja .
ggﬁi?xfen yang memuat pe:ﬁapaat;rgl, nl:;l:}r(lg,n alti:ﬁ
pembiayaan Perangkat Daer y e

ang digun
fungsi bendahara umurm daerah yang  anugTE

sanaan anggaran oleh Penggu aa i
g?as%:: 1l"E:;li(.'-,\ya Umum yanairl selagi:gy; aiigsmdlgzzat; i
an biaya palng . P
adl:?iagl;i ;?;;a masukan dan/atau indeks satuan Diay
se

keluaran.
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Asuransi Aj Risk
adalah perlindun
a
:ie-slnr;dungl Secara menyeluryh dangs: :IIObl] yang akan
alnya  kareng kecelakaan gala risiko byryk

Penyelenggara Pemerintahan Da
pelaksanaan urusan pemerint
kew_enangan daerah otonom,

Wali Kota adalah Wali Kota Paly.
Kepalg Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pad
Pemerintah Daerah  selaky Peéngguna gan oy
pengguna barang, s

dan fungsi jabatan, dan/atau menunjang kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Objek Sewa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan fungsinya, yaitu:

a. Kendaraan Dinas Jabatan; dan

b. Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan
rencana Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional
kepada Sekretaris Daerah sebelum penyusunan RKPD.
Sekretaris Daerah menugaskan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah untuk melakukan telaahan dan
kajian atas permohonan Sewa Kendaraan Dinas
Jabatan/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
1)

'(I‘e)laahan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya
dilaporkan  kepada  Sekretaris Daerah  untuk

mendapatkan persetujuan.

Pasal 4
j i i dalam Pasal 3 ayat
Persetujuan sebagaimana dimaksud
(3) diformulasikan dalam RKA Perangkat Daerah Tahun

aran berikutnya. .
QnKig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan

dalam program, kegiatan dan sub kegiatan D}fang
berkenaan dengan Sewa Kendaraan ina

Jabatan/Operasional.

Pasal 5

Kendaraan Dinas_
(?iir‘:,:nfaatkan untuk menunjang tu

Perangkat Daerah.

Jabatan/ Operasiona.!
gas dan fungsi

(2) Sewa ...
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Pasal 6
(1) Besaran dan
satuan biaya S i
Jabatan /Operasional seguaj e“c,iin Kendarsagn e
o l;;mampuan keuangan Daerah S+ e
asa Sewa Kendaraan Dir;as
- J '
& galmg lama 12 (dua belas) bulan. s
) esaran dan satuan Sewa Kendaraan Dinas

Jabatan/Operasional sebagai .
gaimana dimak:
(1) sudah termasuk pajak. sud pada ayat

Pasal 7
(1) Pelaksanaan ~ Sewa Kendaraan Dinas
Jabatan/Operasional dilaksanakan berdasarkan
perjanjian Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional.
(2) Perjanjian Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis kendaraan dan isi silinder atau jumlah
barang, besaran;
c. besaran biaya sewa dan jangka waktu;
d. penyedia bertanggung jawab atas biaya operasional
dan pemeliharaan termasuk fasilitas asuransi All
Risk kendaraan yang menjadi objek sewa selama
jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak; dan
£  hal lainnya yang disepakati. ;
(3) Sebelum melakukan perjanjian Sewa Kendaraan Dinas
Jabatan/Operasional sebagaimana du'na!fsud pada ayat
(1), Perangkat Daerah penyewa wajib melakukan
pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan. _
(4) Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas
Jabatan/Operasional dilaksanakan sesual kete:;::ﬁ
peraturan perundang—undangan di bidang peng

barang/jasa.

Pasal 8 : i

Sewa Kendaraan Dinas Jabatan/ gpefgfl‘a):alw gl?nlgota o
: lakunya Peratur Vah

dilaksanakan sebelum berml gp gsa e perfanjian e

berlaku sampai deng; _ i
;getzgaraan Dinas Jabatan /Operasmnal berakhir

diundangkan.
Agar ...
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Agar  setiap  oran
g mengetahuinya i
pengundangan Peraturan  wali th;ta me;nrnienn(tlaelrm]l;g

Peénempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Juni 2024

WALI KOTA PALU,
ttd
HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 11




